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Dea Oktapia Nurjanah 8105160194. Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok.  Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran. Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan pengalaman 
praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Pelayanan 
Administrasi Dinas Kependudukan Pencatatan dan Sipil Walikota Depok selama 
satu bulan terhitung tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 di 
Gedung Balaikota DiBaleka II Lantai 1, Jalan Margonda Raya No.54, Depok, 
Pancoran MAS, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. 
Tujuan utama PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan, dan mengaplikasikan teori-teori yang diajarkan ketika 
perkuliahan di dunia kerja. 
Pelaksanaan kerja dilakukan praktikan selama PKL adalah pertama 
melayani legalisir yaitu menerima dokumen, pengecekan dokumen pemohon, 
mengumpulkan dokumen, memberikan dokumen untuk ditanda tangani KASIE, 
melegalisir dokumen dan memberikan dokumen untuk di legalisir kepada 
pemohon di meja pelayanan Legalisir. Kedua, melayani Pindah Datang yaitu 
melakukan penerimaan dan pengecekkan kelengkapan berkas Surat Pindah 
Datang, mengkonsolidasi Surat Pindah Datang, merekapitulasi Daftar Cetak 
SKDWNI, pengajuan SKDWNI untuk di paraf oleh KASIE dan di tanda tangani 
oleh KABID, menghitung Surat Pindah Datang yang trouble data, mengarsipkan 
Surat Pindah Datang, menghitung jumlah penduduk pendatang, memilah dan 
penarsipan KTP-EL dari alamat asal, mencetak hasil rekapitulasi, mencetak 
cover  depan pindah datang di meja loket Pindah Datang dan ketiga adalah 
mengelola penerimaan telepon dan faximile.  
Selama melaksanakan PKL, praktikan menghadapi kendala-kendala dalam 
melaksanakan kegiatan PKL diantaranya komunikasi dengan warga, tata ruang 
yang berantakan, fasilitas kantor yang tidak terpelihara dengan baik dan sarana 
prasarana yang tidak memadai. Adapun cara mengatasi kendala yang dilakukan 
oleh Praktikan diantaranya, pertama yaitu melakukan komunikasi dengan 
menetapkan 5S dan membuat komunikasi nonverbal yaitu memberitahu  warga 
terkait syarat dan prosedur untuk melegalisir. Kedua, inisiatif untuk 
membenarkan posisi kertas printing. Dan terakhir adalah solusinya lebih 
mengatur suara untuk memanggil antrian.  
Dengan adanya PKL, praktikan dapat mengambil kesimpulan bahwa PKL 
merupakan proses pembelajaran nyata dan dapat menambah wawasan praktikan 











Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan 
dan kelancaran kepada Praktikan dalam penyusunan laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan 
sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. 
Laporan ini sebagai hasil pertanggungjawaban Praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Walikota Depok yaitu pada Bagian Pelayanan 
Administrasi Kependudukan. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi Praktikan khususnya dan juga bagi para pembaca untuk menambah 
pengetahuan. 
Dalam kesempatan kali ini Praktikan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan membimbing 
Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sampai 
dengan tersusunnya laporan ini kepada :  
1. Dewi Nurmalasari, S.Pd. M.M., selaku Dosen Pembimbing yang 
mengawasi dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 




3. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M. Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wali Kota Depok dan 
seluruh staf Sub Bagian Pelayanan Administrasi Kependudukan 
yang telah menerima Praktikan selama 27 (dua puluh tujuh) hari 
kerja. 
5. Orang tua, keluarga, serta teman – teman Pendidikan Administrasi 
Perkantoran B 2016 yang telah memberikan dukungan moril dan 
materil. 
6. Serta semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan 
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang tidak bisa Praktikan 
sebutkan satu per satu. 
Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pelayanan 
Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Walikota Depok ini dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca pada 
umumnya. Praktikan sadar sekali bahwa laporan ini masih memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan saran dan kritikan 
yang membangun. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Indonesia masih mempunyai kelemahan dalam bidang tenaga kerja. 
Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa tenaga kerja di 
Indonesia kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh berbagai 
bidang pekerjaan. Semakin sedikit keterampilan yang dimiliki, maka semakin 
sedikit kemungkinan tenaga kerja di Indonesia dapat bersaing dengan tenaga 
kerja asing yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan di berbagai 
bidang pekerjaan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu 
memberikasuatu kompetensi yang penting yang akan digunakan dalam dunia 
kerja, baik kompetensi akademik maupun kompetensi non akademik. 
Perguruan tinggi juga harus mampu mencetak lulusan – lulusannya menjadi 
sumber daya yang berkompeten pada bidangnya masing – masing. Hal 
tersebut, harus masuk kedalam pencapaian perguruan tinggi, agar nantinya 
lulusan – lulusan tersebut dapat menjadi sumber daya manusia yang 
profesional dan produktif serta mampu memiliki penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Karena tak jarang, pada saat ini masih banyak karyawan 
atau pegawai yang tidak bekerja sesuai latar belakang dan kemampuan yang 
mereka miliki. 
Berdasarkan hal tersebut, tenaga kerja Indonesia perlu diberikan suatu 
keterampilan yang mendukung kebutuhan dunia instansi pemerintah. 
Lembaga-lembaga pendidikan ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung 
jawab dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil. 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu institusi pendidikan 
tinggi juga harus turut serta dalam menjawab tantangan pada era ini. Oleh 
karena itu, untuk dapat mencetak lulusan yang berkompeten pada bidangnya, 





untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal tersebut diwajibkan 
oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) karena untuk memberikan gambaran 
nyata dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat di 
bangku kuliah pada dunia kerja. 
Untuk itu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya Konsenstrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi mengadakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dirancang untuk mengetahui sejauh mana pembekalan dan keterampilan yang 
telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini didasarkan pada 
adanya kemungkinan perbedaan antara teori yang diajarkan dengan penerapan 
sebenarrnya di lapangan. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
mempunyai peranan didalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki 
oleh praktikan sehingga Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini nantinya dapat 
dijadikan pedoman pada saat bekerja. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok yang beralamat di 
Gedung Balaikota DiBaleka II Lantai 1, Jalan Margonda Raya No.54, Depok, 
Pancoran MAS, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. 
Praktikan ditempatkan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 
berhubungan dengan jurusan dan program studi yang sedang ditempuh oleh 
praktikan. 
Kesempatan untuk menerapkan ilmu dan memperoleh pengalaman memang 
merupakan tujuan dari pelaksanaan PKL. Dengan tercapainya tujuan praktik 
kerja lapangan tersebut diharapkan praktikan tidak lagi merasa canggung 
dengan lingkungan kerja sehingga akan menjadi sumber daya manusia yang 








B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktik Kerja Lapangan (PKL) diwajibkan bagi seluruh mahasiswa 
sebagai upaya agar mahasiswa mampu beradaptasi dengan dunia kerja serta 
melihat secara nyata keadaan dunia kerja yang sesungguhnya untuk mencoba 
mengasah kemampuan dan keterampilan kerja. 
       Adapun maksud dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi 
praktikan adalah : 
1. Untuk memberikan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaplikasian ilmu 
yang didapat di bangku perkuliahan terhadap dunia kerja. 
3. Mengetahui dan memahami penerapan teori-teori yang diterima pada 
waktu kuliah. 
4. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan program 
S1 di Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
5. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan 
Administrasi Perkantoran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Walikota Depok.  
6. Untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan kerja tentang 
kegiatan Administrasi Perkantoran di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Walikota Depok.  





1. Meningkatkan kemampuan penalaran dalam memahami, membahas, dan 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. 
2. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan bidang administrasi. 
3. Mengaplikasikan teori serta bidang ilmu yang sudah didapat dari bangku 
perkuliahan. 
4. Memperoleh pengalaman dalam melakukan kegiatan kesekretarisan dalam 
dunia kerja, 
5. Membangun hubungan yang baik antara instansi tempat Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 
6. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki segi kegunaan bagi pihak 
– pihak yang terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu 
bagi Praktikan, Fakultas, dan Perusahaan tempat Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
1) Kegunaan Bagi Praktikan  
a. Untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan yang membentuk 
kemampuan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki lapangan 




b. Agar mahasiwa dapat berkomunikasi langsung secara baik dengan 
pegawai maupun masyarakat yang ada di perusahaan sehingga 
pekerjaan yang diberikan dapat di lakukan dengan baik. 
c. Mahasiswa dilatih untuk berdisiplin dengan cara mengikuti segala 
peraturan yang ada di perusahaan. 
d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dimasa perkuliahan. 
e. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Konsentrasi  
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
2) Kegunaan Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Walikota Depok pada waktu yang akan datang. 
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendapat 
standarisasi calon tenaga kerja yang sempurna untuk menyiapkan 
wisudawan baru. 
c. Mendapatkan umpan balik berupa masukan untuk menyempurnakan 
kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia 
kerja sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten 
dan terampil. 
d. Mempromosikan keberadaan akademik di tengah – tengah dunia 




Depok sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan 
tenaga kerja yang profesional dan kompeten di bidang masing – 
masing. 
3) Kegiatan Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Walikota Depok 
a. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan. 
b. Mendukung pendidikan tinggi dalam melakukan program – program 
pendidikan yang telah direncanakan. 
c. Realisasi sebagai adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 
sosial kelembagaan. 
d. Membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Walikota Depok 
dalam menyelesaikan tugas sehari – hari selama Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Walikota Depok dan ditempatkan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil bagian Legalisir dan Pindah Datang. Berikut adalah data 
instansi pemerintah tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan : 
Nama Instansi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Walikota 
   Depok 
Alamat  : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 
1, Jl. Margonda Raya No.54 Depok 




E-mail   : disduk@depok.go.id 
Website   : http://disduk.depok.go.id/ 
 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Walikota Depok yaitu Lembaga Pemerintah 
Kota di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
kependudukan dan catatan sipil. Alasan Praktikan memilih Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Walikota Depok adalah terdapat bagian yang 
sesuai dengan program studi Administrasi Perkantoran, sehingga Praktikan 
dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
       Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan 
selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 23 Juli sampai 
dengan 31 Agustus 2018 pada Bagian Pelayanan Masyarakat Bagian Legalisir 
Dokumen Kependudukan dan Pindah Datang. 
       Adapun Jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi dalam empat 
tahap sebagai berikut : 
1. Tahap Observasi Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pada tahap ini, Praktikan mencari informasi tentang kantor yang 
dapat menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari kakak 
kelas, teman, dan saudara. Dan juga melakukan observasi langsung ke 
instansi yang akan dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL), 




apakah instansi tersebut menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dan menanyakan syarat – syarat administrasi yang dibutuhkan 
untuk melamar sebagai mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Pada tahap ini, Praktikan mengunjungi Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Depok yang beralamat di Gedung Balaikota Di 
Baleka II Lantai 1, Jalan Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran 
MAS, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. Di 
Biro Kepegawaian, Praktikan diberitahu oleh Kepala Biro mengenai 
persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Praktikan. Dan Kepala Biro 
menyarankan untuk menuliskan jurusan, agar pada saat penempatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak salah. 
2. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pada tahap ini Praktikan mempersiapkan syarat – syarat 
administrasi yang diperlukan sebagai pengantar dari Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) kepada instansi yang akan dijadikan tempat Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Praktikan membuat surat pengantar dari Fakultas 
yang selanjutkan diserahkan ke BAAK Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ) untuk membuat surat permohonan izin Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Pada awal akhir Mei 2018, Praktikan mulai mengurus syarat 
administrasi yang diperlukan untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
yaitu Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari 




Pada awalnya Praktikan ke loket Bagian Akademik dan 
Kemahasiswaan meminta surat permohonan dari Fakultas bahwa akan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kemudian Praktikan 
menemui Kepala Program Studi Pendidikan Ekonomi untuk meminta 
izin dan tanda tangan surat permohonan dari Fakultas tersebut. Setelah 
itu, Praktikan ke BAAK Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk 
menyerahkan surat permohonan Fakultas tersebut agar dibuatkan surat 
permohonan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dan pada tanggal 6 
Juni 2018 surat tersebut telah selesai dibuat. 
3. Tahap Pelaksanaan Praktir Kerja Lapangan (PKL) 
Jadwal waktu Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), terhitung dari tanggal 23 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. 
Pada rentang waktu tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2017, Praktikan 
tidak masuk kantor dikarenakan hari tersebut adalah Hari Kemerdekaan 
Indonesia. Dan pada tanggal 22, 23, 24 dan 27 Agustus 2017, Praktikan 
izin tidak masuk kantor dikarenakan ada acara keluarga di kampung.  
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang rutin Praktikan 
laksanakan yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jadwal 
kerja sebagai berikut : 
Tabel I.1 
Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Hari Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin s.d Kamis 08.00 – 15.00 WIB 12.00 – 13,00 WIB 




4. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
dilaksanakan setelah Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Data – data yang diperlukan diperoleh langsung dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dan pembimbing pada tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga mempermudah untuk 
menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dan juga Praktikan 
melakukan studi kepustakaan dan melakukan browsing di internet 
untuk pencarian data yang diperlukan untuk penyusunan laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Praktikan diwajibkan untuk membuat laporan sebagai bukti telah 
melaksanakan PKL. Pada tahap ini, proses penulisan laporan praktik 
kerja lapangan sendiri dimulai setelah tahap pelaksanaan PKL 
berakhir dilakukan oleh praktikan. Pembuatan laporan ini merupakan 
salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang menjadi syarat lulus untuk mendapatkan gelar 











Jadwal Waktu Kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL) 











Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018 Agustus 2018 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tahap Persiapan                 
2 Tahap Pelaksanaan                  
3 Tahap Penulisan Laporan                 
No Kegiatan 
Mei 2019 Juni 2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tahap Persiapan         
2 Tahap Pelaksanaan          





TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Instansi 
Berdirinya Pemerintahan Kota Depok  
Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan 
Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian 
pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas 
maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus 
Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang 
semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. 
Pada tahun  1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya 
pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) 
yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu : 
1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, 
Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan 
Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru. 
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri 
Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan 
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, 





Dari tahun 1982 – 1999, penyelenggaraan pemerintah Kota Administratif 
Depok mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai berikut : 
1. Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm)   [Walikotatif]         1982 – 1984 
2. Drs. H.M.I Tamdjid                                   [Walikotatif]         1984 – 1988 
3. Drs. Abdul Wachyan                                 [Walikotatif]         1988 – 1991 
4. Drs. Moch. Masduki                                  [Walikotatif]         1991 – 1992 
5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim                     [Walikotatif]         1992 – 1996 
6. Drs. H. Yuyun WS                                     [Plh  Walikotatif]  1996 – 1997 
7. H. Badrul Kamal                                        [Walikotatif]          1997 – 1999 
Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok adalah 
merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam bidang 
Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan 
dan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan 
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Terbentuknya dinas kependudukan dan catatan sipil berawal pada tahun 
2001, pada saat dibentuknya Kabinet Gotong Royong, pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Dalam Negeri serta, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 




Melalui kedua keputusan presiden tersebut maka mulai dibentuk Direktorat 
Jendral Administrasi Kependudukan yang bertindak sebagai penyelenggara 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelola informasi 
kependudukan dan pengkajian perkembangan; proyeksi dan penyerasian 
kebijakan kependudukan. Pembentukan wadah organisasi tersebut pada 
hakikatnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan untuk menindaklanjuti 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah 
dan Wewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut agar Aparatur Negara 
bekerja lebih baik dalam suatu pemerintahan yang mampu mewujudkan 
terselenggaranya mekanisme yang berdaya guna dan berhasil guna melalui cara 
menciptakan, menggambarkan dan memelihara sinergi yang konstruktif untuk 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu langkah-langkah 
strategis yang ditempuh sebagai wujud dari tanggung jawab dan koordinasi 
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dijabarkan dalam 
bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program Kota 
Depok. 
Berdirinya Depok bermula dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 13 
Tahun 1976 tentang Pengembangan wilayah Jabotabek, kemudian berkembang 
menjadi Kota Administratif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
1981 sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 




2004:). Mengikuti peraturan tersebut karenanya, pembentukan dinas-dinas 
bersamaan dengan berubahnya status pemerintahan kota wilayah administratif 
Depok menjadi pemerintahan kota.  
Dalam meningkatkan kualitas dan integritas Kota Depok, maka 
Pemerintahan Kota Depok mempunyai Visi dan Misi sebagai acuan dalam 
proses mencapai tujuan yaitu : 
1. Visi  
“Kota Depok yang Unggul. Nyaman dan Religius” 
2. Misi  
a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 
Transparan. 
b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan 
Berdaya Saing. 
c. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan 
berbasis Ekonomi Kreatif. 
d. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 
Lingkungan dan Ramah Keluarga. 
e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai 
Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta 














Gambar II.1 Logo Pemerintahan Kota Depok  
Sumber : www.depok.go.id 
a. Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan 
benteng, yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tenram 
baik lahir maupun batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan 
ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam menghadapi 
segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari 
manapun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan ke 5 (lima) sisi tersebut 
melambangkan pula fungsi/pesan yang diemban oleh Pemerintah Kota 
Depok yaitu sebagai : 
1. Kota Pemukiman 
2. Kota Pendidikan 
3. Pusat Perdagangan dan Jasa 




5. Kota Resapan Air; 
b. Tulisan “Kota Depok” menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah 
Kota Depok. 
c. Tulisan Paricara Dharma : berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri 
dari kata Paricara yang berarti Abdi, sedangkan Dharma adalah 
kebaikan kebenaran dan keadilan jadi Paricara Dharma mengandung 
makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan 
Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran 
dan keadilan. 
d. Warna dalam lambang Kota mempunyai arti sebagai berikut : 
1. Kuning emas melambangkan kemuliaan. 
2. Merah bata melambangkan keberanian. 
3. Putih melambangkan kesucian. 
4. Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukan Daerah 
yang subur. 
5. Hitam melambangkan keteguhan. 
6. Warna Biru melambangkan keluasan wawasan dan kerjernihan 
pikiran. 
B. Struktur Organisasi 
Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang berfungsi 
mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi pekerjaan dan alur 
hubungan antara posisi tersebut. Struktur organisasi tersebut akan 




Pembagian tugas dan wewenang adalah upaya pengaturan tersusun yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan instansi. Setiap instansi mempunyai struktur 
organisasi yang berbeda. Semakin berkembang kegiatan instansi, maka 
semakin diperlukan pembagian kerja dan koordinasi yang baik dalam 
menunjang kelancaran operasi. Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 
Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 
Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 21 
Desember 2012 adalah sebagai berikut: 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok 





Gambar II.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Depok  
Sumber : Data diolah oleh Perusahaan  
 
Praktikan ditempatkan disalah satu divisi operasional yaitu di bagian 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk tepatnya pada Identitas Penduduk dan Pindah Datang.  
 
C. Kegiatan Umum Instansi  
Pelayanan administrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada 
tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang 
administrasi kependudukan. Tujuan utama pelayanan administrasi 
kependudukan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi 
kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan 





Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2016 
Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, bahwa : 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok Provinsi Jawa 
Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi : 
1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang menjadi 
kewenangan Provinsi,  
2. Melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat  
3. Melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya; 
Adapun Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yaitu : 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
b. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas; 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok yang beralamat di 
Gedung Balaikota DiBaleka II Lantai 1, Jalan Margonda Raya No.54, Depok, 
Pancoran MAS, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. 
Praktikan ditempatkan di Pelayanan Administrasi Kependudukan bagian 
Legalisir Dokumen Kependudukan dan Pindah Datang. 
Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan 
Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil 
pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan). Dalam pelayanan administrasi kependudukan ini terdapat 
beberapa pelayanan, diantaranya adalah Pelayanan Legalisir Dokumen 
Kependudukan, Pelayanan Pendaftaran Akta Perkawinan dan Penceraian, 
Pelayanan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan, Pelayanan Pindah Datang 





Bagian Legalisir Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melayani 
warga/pemohon untuk  melegalisasi dokumen pendaftaran penduduk dan 
Pencatatan Sipil dilakukan apabila dibutuhkan pengabsahan pada salinan/foto 
kopi dokumen penduduk sesuai dengan aslinya. Berdasarkan surat edaran 
mendagri No 472/1205/MD bahwa untuk legalisasi kutipan akta pencatatan 
sipil dilakukan di tempat akta tersebut diterbitkan, sehingga Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok hanya melayani legalisasi kutipan 
akta terbitan Kota Depok, akan tetapi paska terbitnya UU 24 Tahun 2013 
Tentang Perubahan atas UU 23 Thn 2006 Tentang Adminduk diatur bahwa 
apabila ada permohonan legalisasi kutipan akta terbitan luar daerah maka dapat 
dilayani di tempat penduduk berdomisili harus terlebih dahulu dilakukan 
konfirmasi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mengeluarkan 
akta kelahiran tersebut. 
Bagian Pelayanan Pindah Datang mempunyai tugas yaitu melayani 
pemohon yang berpindah ke Kota Depok dengan membawa persyaratan sesuai 
Undang-Undang yang berlaku. Pelayanan ini melayani penduduk yang 
bersangkutan untuk meminta penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. 
Kemudian Praktikan memproses data pemohon tersebut lalu memberikan Surat 
Keterangan Pindah Datang yang akan digunakan sebagai dasar perubahan atau 
penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan., pelayanan ini 
membutuhkan 3 (tiga) hari kerja.  
Praktikan melakukan 2 (dua) pekerjaan yang sifat kegiatannya adalah 




Dokumen Kependudukan dan Pelayanan Pindah Datang. Jenis pekerjaan yang 
dilakukan meliputi : 
1. Pelayanan Legalisir  
2. Pengelolaan Data Input dan Oputput 
3. Pengelolaan Telepon dan Faximile  
B. Pelaksanaan Pekerjaan  
Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
mempelajari terlebih dahulu gambaran umum dari Pelayanan Bagian Legalisir 
Dokumen Kependudukan, bagaimana cara melayani dan pekerjaan apa saja 
yang harus dilakukan di Bagian ini dengan cara membantu karyawan yang 
bertugas pada bagian legalisir. Tujuan mempelajari hal tersebut adalah untuk 
mengetahui secara umum tentang Bagian Pelayanan Legalisir Dokumen 
Kependudukan selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dan dengan harapan Praktikan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal 
untuk membantu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan 
Legalisir Dokumen Kependudukan.  
Ketika dua minggu kemudian, Praktikan mengerjakan pekerjaan ke dua 
yaitu pada Bagian Pelayanan Pindah Datang. Pertama Praktikan 
memperhatikan bagaimana cara melayani dan pekerjaan apa saja yang harus 
dilakukan di Bagian ini dengan cara membantu karyawan yang bertugas pada 
Bagian Pindah Datang. Tujuan mempelajari hal tersebut adalah untuk 
mengetahui secara umum tentang Bagian Pelayanan Pindah Datang selama 




Selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
berusaha untuk dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan maksimal, 
Praktikan dibimbing oleh kepala dan staff yang berada di Bagian Pelayanan 
Legalisir Dokumen Kependudukan dan Bagian Pelayanan Pindah Datang 
sehingga Praktikan dapat memahami bidang kerja yang dilakukan. 
Adapun langkah – langkah pelaksanaan kerja yang Praktikan lakukan 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Praktikan Bagian Legalisir Dokumen Kependudukan  
a. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan 
yaitu menunjukkan dokumen asli sepeerti : Kartu Keluarga, Akte 
Kelahiran, KTP atau Surat Keterngan Kematian  
b. Praktikan melakukan verifikasi dokumen fotokopi dengan 
keasliannya; 
c. Praktikan memproses dengan meminta tanda tangan ke pejabat yang 
ditunjuk untuk legalisir; 



























  Sumber : Data didapatkan oleh Praktikan  




2. Pengolahan Data Bagian Pindah Datang  
a. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan  
b. Praktikan melakukan verifikasi  
c. Praktikan merequest Surat Keterangan Pindah WNI dari daerah asal 
dengan aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat 
d. Menarik data pindah pemohon dengan SIAK 
e. Mencetak Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI) dan Biodata 
WNI 
f. Ditandatangani oleh kasie dan kabid 

















   
Sumber : Data didapatkan oleh Praktikan dari Bagian Pindah Datang  
Gambar III.2 Format Persyaratan Dokumen Penginputan   
Sumber : Data didapatkan oleh Praktikan dari Bagian Pindah Datang  





3. Pengelolaan Telepon dan Faximile  
Adapun langkah – langkah yang Praktikan lakukan untuk 
melakukan pekerjaan tersebut : 
A. Menerima dan Melakukan Panggilan Telepon 
Pekerjaan menerima atau mengangkat telepon merupakan 
pekerjaan yang paling sering dilakukan. Menerima atau 
mengangkat telepon juga merupakan salah satu kegiatan yang 
sesuai dengan apa yang Praktikan dapatkan ketika di bangku 
kuliah, yaitu pada Mata Kuliah Kesekretarisan. Praktikan dapat 
dengan mudah menerapkan bagaimana cara menerima telepon 
yang baik dan benar. 
Sebagai mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 
salah satu tugas rutin yakni menangani telepon, maka 
penanganannya, harus dilakukan sebaik mungkin. Melalui 
telepon, Praktikan dapat menerima dan menyampaikan informasi 
dengan cepat. Oleh karena itu, berkomunikasi melalui telepon 
dilakukan dengan cara yang sopan dan memperhatikan tata cara 
yang benar. 
Adapun cara menelepon yang baik dan benar sebagai berikut: 
1) Praktikan  mengangkat  gagang  telepon  dengan  tangan  kiri  
dan tangan kanan menekan tombol angka pada telepon dan 




2) Praktikan mengucapkan salam dan menyebutkan nama dan 
asal penelpon yakni “Selamat Pagi dengan Dea Oktapia 
Bagian Pindah Datang” 
3) Praktikan menjawab pertanyaan orang yang mengangkat 
telepon dengan ramah. 
4) Praktikan menyampaikan pesan dengan jelas, tepat dan 
ramah. 
5) Praktikan mengucapkan terima kasih dan salam penutup 
sebelum telepon ditutup secara perlahan. 
Tidak hanya menelpon, Praktikan juga sering menerima 
telepon yang masuk untuk mendapatkan informasi yang 
diperlukan dari Kementerian dalam Negeri. Langkah-langkah 
penanganan telepon masuk sebagai berikut: 
1) Praktikan mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri 
dan tangan kanan memegang alat tulis 
2) Praktikan menyapa penelepon dengan ramah dengan 
memperkenalkan “Selamat Pagi, dengan Dea dari Bagian 
Pindah Datang, ada yang dapat saya bantu?” 
3) Praktikan menawarkan diri jika siap membantu keperluan 
penelepon. 
4) Praktikan menanyakan nomor telepon penelepon tersebut 




tidak ada di tempat atau sedang keluar sehingga dapat 
dihubungi kembali 
5) Jika penelepon salah menelepon, Praktikan memberikan 
petunjuk yang sebaik baiknya sehingga penelepon dapat 
menghubungi pihak yang tepat. 
6) Setelah pembicaraan selesai, Praktikan menunggu hingga 
penelepon menutup terlebih dahulu teleponnya, setelah itu 
baru Praktikan sendiri yang menutup teleponnya 
B. Menerima dan Mengirim Dokumen dengan Faximile 
Mesin faximile adalah peralatan komunikasi yang di gunakan 
untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu 
perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon 
dengan hasil serupa dengan aslinya. Berikut cara menggunakan 
mesin faximile : 
a. Cara mengirim dokumen  
1. Praktikan menyiapkan dokumen yang akan dikirim  
2. Praktikan memasukan dokumen dengan tulisan 
membelakangi si pengirim  
3. Praktikan memaskkan nomor faximile yang dituju dan 
tekan tombol start  
b. Cara menerima faximile 




2. Bila terdengar bunyi dering, Praktikan mengangkat 
hansetnya lalu tutup kembali. 



























     Sumber : Data didapatkan oleh Praktikan dari Bagian Pindah Datang  





C. Kendala yang Dihadapi  
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan berusaha 
agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan 
tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan sempurna. Beberapa kendala yang dihadapi Praktikan 
diantaranya : 
1. Komunikasi dengan Warga  
Praktikan merasa kesulitan untuk komunikasi dengan pemohon atau 
warga yang tidak sabar dan marah – marah karena ingin cepat dilayani 
ketika kondisi antrian banyak karena pada saat itu banyak pemohon yang 
ingin melegalisir berkas dengan jumlah banyak untuk persyaratan 
pendaftaran kedinasan dan CPNS . Hal ini yang pada akhirnya membuat 
Praktikan sedikit sulit untuk komunikasi dengan warga dengan tenang.  
2. Fasilitas Kantor yang Kurang Terpelihara 
Hal ini berkaitan dengan salah satu peralatan yang ada di tempat 
Praktikan bekerja yaitu printer, dimana printer yang dipakai untuk 
mencetak Surat Pindah Datang sering error yang pada akhirnya hal ini 
berimbas pada efisiensi waktu pekerjaan untuk mencetak surat Pindah 
Datang. 
3. Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai 
Salah satu faktor komponen terjadinya proses pelayanan masyarakat 




menyediakan fasilitas pokok maupun penunjang proses pelayanan 
merupakan dasar bagi masyarakat dalam merasakan kepuasan pelayanan. 
Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat belum memadai. 
Seperti masih belum adanya fasilitas membaca di ruang tunggu dan tidak 
ada pengeras suara maupun mesin pemanggil antrian pada saat memanggil 
antrian sehingga Praktikan merasa kesulitan ketika memanggil pemohon 
dalam kondisi ramai dan gaduh sehingga Praktikan harus mengeluarkan 
suara lebih keras. 
D. Cara Mengatasi Kendala  
1. Komunikasi dengan Warga  
Komunikasi merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari seluruh 
bidang kehidupan karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial 
yang selalu bergantung pada manusia lain. Sehingga satu-satunya cara dan 
alat yang digunakan agar tetap bisa saling berhubungan adalah dengan 
berkomunikasi satu sama lain.  Baik itu melalui komunikasi sederhana 
maupun komunikasi yang tergolong canggih karena proses 
penyampaiannya melalui saluran yang disebut media massa.  
Setiap hari pemohon berdatangan untuk melegalisir berbagai dokumen 
kependudukan, dengan berbagai macam keperluan administrasi. Namun, 
karena terbatasnya ruang dan waktu, sehingga harus ada sistem dan 
mekanisme aturan legalisir yang berlaku dan harus dipatuhi. Diantaranya 
persyaratan yang harus dipenuhi adalah pemohon membawa KTP, Kartu 




yaitu 6 lembar/dokumen, hal ini agar bisa adil untuk pemohon lain. Jika 
jumlah yang diperlukan melebihi dari aturan, maka pemohon harus 
bersedia menunggu untuk esok hari (jika dokumen dalam kota) apabila 
dokumen luar kota harus menunggu maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk 
verifikasi data dengan domisili sebelumnya. Untuk pekerjaan legalisir ini 
memerlukan 1-3 jam sesuai nomor antrian. Akan tetapi pada kenyataanya, 
tidak lepas dari pemohon yang tidak sabar, jumlah yang banyak dan ingin 
segera dilayani dan tidak melihat kondisi sekitar yang begitu banyak 
antrian yang harus di legalsir pula.  
Kegiatan berkomunikasi perannnya sangat besar.  Saat berkomunikasi 
dengan orang lain, secara sadar atau tidak kita sudah meperoleh hal-hal 
yang berguna untuk menambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan.  Walaupun tidak jarang, dengan berkomunikasi juga 
memberikan efek negatif jika kita tidak ketat melakukan proses 
penyaringan.  Dengan seringnya melakukan komunikasi akan melatih kita 
bagaimana caranya berbahasa yang baik dan benar, sopan santun jika 
berbicara dengan orang lain, serta membuat kita tidak lagi merasa 
canggung berbicara di hadapan orang banyak.  Tidak berlebihan jika 
beberapa ahli menggolongkan komunikasi sebagai salah satu kebutuhan 
pokok manusia selain sandang, pangan dan papan.  
Menurut Evert M. Rogers dan Lawrence Kincaid (Wiryanto, 2004) 
komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 




gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Menurut Shanon dan 
Weaver dalam Wiryanto (2004) komunikasi adalah bentuk interaksi 
manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak 
disengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga 
dalam hak ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Dari pengertian 
tersebut, dapat disimpulkan komunikasi adalah suatu pertukaran informasi 
dengan menggunakan simbol, sinyal, ataupun tindakan antar sesama. 
       Menurut Widjaja (2008) komunikasi adalah kontak antar dan antaa 
manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari – hari 
disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. 
Manusia sejak dilahirkan sudah berkomounikasi dengan lingkungannya. 
Bahkan menurut Ruslan (2008 ) komunikasi merupakan alat yang penting 
dalam fungsi public relation. Yang artinya publik menaungi komunkasi 
secara efektif fan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik 
perhatian publik serta tujuan penting lainnya dari fungsi public relation.  
Sedangkan menurut A. Winner dalam Suprapto (2011) Komunikasi 
merupakan proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima, 
proses tersebut merupakan suatu seni aktivitas, rangkaian atau tahap-tahap 
yang memudahkan peralihan tersebut.  
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
merupakan suatu proses penyampaian pesan dapat berupa ide, informasi, 




dengan media-media tertentu yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan 
efek berupa tingkah laku seseorang. 
Solusi yang diambil oleh praktikan dalam menghadapi warga yang suka 
marah – marah atau memaksa untuk cepat dilayani maka melakukan 
komunikasi yang berkonsep pada 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan 
Santun). Praktikan melakukan komunikasi dengan warga agar dapat diajak 
kerjasama, bahwasanya tidak hanya beliau yang membutuhkan legalisir 
dan memberi tahu bahwa pentingnya budaya antri selain itu Praktikan 
membuat komunikasi non verbal yang berupa tulisan agar pemohon bisa 
membaca terlebih dahulu syarat dan prosedur.  
2. Fasilitas Kantor yang Kurang Terpelihara  
Fasilitas kantor adalah sarana pendukung dalam aktivitas 
perusahaan berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal 
perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen, dan 
memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Komputer dan printer 
adalah salah fasilitas perkantoran yang sangat dibutuhkan. Tidak bisa di 
pungkiri bahwa printer digunakan untuk menunjang pekerjaan kita 
terutama keperluan administrasi perkantoran. 
Menurut Bary (2012) fasilitas kerja adalah sebagai sarana yang 
diberikan perusahaan untuk mendukung jalannya perusahaan dalam 
mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kendali. Sementara 
menurut Djoyowirono dalam Wahyuni (2014) fasilitas adalah alat yang 




mencapai tujuan organisasi. Bahkan menurut Hasibuan (2007) fasilitas 
kerja adalah salah satu alat yang digunakan kaeyawan atau pegawai untuk 
memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari – hari.  
Sedangkan menurut Rambat, Lupiyoadi dan A. Hamdani.  (2006) 
fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan 
berbentuk fisik, dan digunakan dala kegiatan normal perusahaan, emiliki 
jangka waktu kegunaan yang reatof permanen dan memberikan manfaaat 
untuk masa yang akan datang.  
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh 
Praktikan rinter yang dipakai untuk mencetak Surat Pindah Datang sering 
error yang pada akhirnya hal ini berimbas pada efisiensi waktu pekerjaan 
yang dilakukan oleh praktikan saat pengecekan keaslian data yang ingin 
dilegalisir dan printer untuk mencetak surat Pindah Datang. Dengan 
kendala ini praktikan susah mencetak Surat Pindah Datang. Oleh karena 
itu, praktikan berinisiatif untuk mengatur ulang kembali posisi kertas yang 
ada dalam printer guna pencetakan Surat Pindah Datang dapat tercetak 
dengan rapih.  
Sesuai dengan teori menurut Belschak dalam Asih (2017) inisiatif 
merupakan sikap proaktif yang menentang status quo bukan hanya pasif 
menerima kondisi yang ada. Nawawi dalam Mukaromah (2016) 
menyatakan, inisiatif akan melahirkan perbuatan atau keputusan bertindak. 
Menurut Taylor dalam Asih (2017) inisiatif juga merupakan sebuah respon 




organisasi. Selain itu menurut Spancer yang dikutip oleh Sutoto dalam Asih 
(2017) Inisiatif sebagai motivasi diri dalam bekerja untuk bertindak 
melebihi apa yang dituntutkan dalam perannya.  
Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas kerja adalah 
segala saranna yang harus disediakan guna mengektifkan pekerjaan 
karyawan. Dengan segala kekurangan fasilitas kerja karyawan harus 
mempunyai inisiatif, dimana kemampuan untuk memutuskan dan 
melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan 
apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, 
berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau 
keadaan terasa semakin sulit. Walaupun printer sering error  untuk 
mengatur ulang kembali posisi kertas yang ada dalam printer guna 
pencetakan Surat Pindah Datang dapat tercetak dengan rapih, semua itu 
untuk mengefektifitas dan mengefisiensi pekerjaan.  
3. Sarana Kantor yang Tidak Memadai  
Salah satu faktor komponen terjadinya proses pelayanan masyarakat 
adalah sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dalam 
menyediakan fasilitas pokok maupun penunjang proses pelayanan 
merupakan dasar bagi masyarakat dalam merasakan kepuasan pelayanan.. 
Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok belum memadai. 
Seperti masih belum adanya fasilitas membaca di ruang tunggu, juga tidak 




Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan 
pencapaian kerja karyawan terutama dalam bidang pelayanan administrasi, 
karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung 
dalam proses kegiatan administrasi. Dengan adanya sarana dan prasarana 
yang cukup dan memadai, Praktikan akan lebih mudah dan efektif dalam 
menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. 
Menurut Donni Juni Priansa dan Agus Garnida (2013) menyatakan 
bahwa Sarana kantor berarti alat langsung digunakan unuk melaksanakan 
proses kegiatan kantor. Sedangkan Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyety 
(2010) yang menyatakan “Sarana kantor itu lebih ditujukan untuk benda-
benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah”. Sedangkan 
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 juga 
menjelaskan bahwa: sarana kantor adalah fasilitas yang secara tidak 
langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja 
aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya pada pekerjaan.  
Oleh karena itu, dalam suatu lembaga membutuhkan sarana kantor yang 
dapat memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 
agar penyelenggaraan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional 









Setelah selesai melaksankaan Praktik Kerja Lapangan di Pelayanan 
Administrasi Kependudukan bagian Legalisir Dokumen dan Pindah Datang 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Depok, Praktikan 
mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga tentang 
gambaran dunia kerja yang akan dihadapi ketika Praktikan telah 
menyelesaikan studinya nanti. Adapun kesimpulan dari Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut : 
a. Praktikan merasa kesulitan untuk komunikasi dengan pemohon atau 
warga yang tidak sabar dan marah – marah karena ingin cepat dilayani 
ketika kondisi antrian banyak karena pada saat itu banyak pemohon 
yang ingin melegalisir berkas dengan jumlah banyak untuk persyaratan 
pendaftaran kedinasan dan CPNS . Hal ini yang pada akhirnya membuat 
Praktikan sedikit sulit untuk komunikasi dengan warga dengan tenang.  
b. Praktikan alami adalah berkaitan dengan salah satu peralatan yang ada 
di tempat Praktikan bekerja yaitu printer, dimana printer yang dipakai 
untuk mencetak Surat Pindah Datang sering error yang pada akhirnya 





c. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat belum 
memadai. Seperti masih belum adanya fasilitas membaca di ruang 
tunggu dan tidak ada pengeras suara maupun mesin pemanggil antrian 
pada saat memanggil antrian sehingga Praktikan merasa kesulitan 
ketika memanggil pemohon dalam kondisi ramai dan gaduh sehingga 
Praktikan harus mengeluarkan suara lebih keras. 
B. Saran 
Setelah Praktikan merasakan langsung menjadi bagian dari Pelayanan 
Masyarakat bagian Legalisir Dokumen dan Pindah Datang Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, maka 
Praktikan ingin memberikan saran sebagai berikut : 
a. Membangun iklim komunikasi yang baik dan lebih efektif dengan 
peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar tidak sering terjadi 
kesalah pahaman dalam memberikan tugas. 
b. Fasilitas kantor yang harus dirawat rutin agar tetap terkontrol dalam 
pemakaiannya dan tidak menghambat pekerjaan pegawai ketika 
dalam melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya fasilitas kantor sangat 
penting karena akan mengefektifkan suatu pekerjaan. 
c. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu 
disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat 
menjamin kelancaran aktivitas kerja. Mengingat pentingnya sarana 
dan prasarana kantor dalam upaya memperlancar aktivitas kerja 




yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu lembaga ahrus 
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Lampiran 7 : Lembar Kegiatan Harian 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL WALIKOTA DEPOK 
 
No. Hari  Tanggal 
Waktu  
Deskripsi Kegiatan  Ket. 
Masuk  Keluar  
1 Senin  23-Jul-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
a. Penempatan Praktikan  Oleh Biro 
Kepegawaian  
b. Perkenalan Praktikan Pada Pegawai di 
Bagian Pelayanan Administrasi 
Kependudukan  
  
2 Selasa  24-Jul-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID  
c. Stempel legalisir  
  
3 Rabu  25-Jul-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID  
c. Stempel legalisir   
  
4 Kamis  26-Jul-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID  
c. Stempel legalisir  
  
5 Jumat  27-Jul-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir  
  
6 Senin  30-Jul-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas 
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
7 Selasa  31-Jul-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
8 Rabu  01-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir  
  





b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
10 Jumat  03-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
11 Senin  06-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
12 Selasa  07-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
13 Rabu  08-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
14 Kamis  09-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
15 Jumat  10-Agu-18 08.0 IB 15.00 WIB 
a. Verifikasi berkas  
b. Tandatangan oleh KASIE atau 
KABID 
c. Stempel legalisir   
  
16 Senin  13-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
3. Merekapitulasi Daftar Cetak 
SKDWNI, pengajuan SKDWNI untuk di 
paraf oleh KASIE dan di tanda tangani 
oleh KABID 
4. Menghitung Surat Pindah Datang 
yang trouble data 
5. Mengarsipkan Surat Pindah Datang, 
6. Menghitung jumlah penduduk 
pendatang 
7. Memilah dan penarsipan KTP-EL dari 
alamat asal 
8. Mencetak hasil rekapitulasi 





17 Selasa  14-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
3. Merekapitulasi Daftar Cetak 
SKDWNI, pengajuan SKDWNI untuk di 
paraf oleh KASIE dan di tanda tangani 
oleh KABID 
4. Menghitung Surat Pindah Datang 
yang trouble data 
5. Mengarsipkan Surat Pindah Datang, 
6. Menghitung jumlah penduduk 
pendatang 
7. Memilah dan penarsipan KTP-EL dari 
alamat asal 
8. Mencetak hasil rekapitulasi 
9. Mencetak cover  depan pindah datang 
  
  
18 Rabu  15-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
3. Merekapitulasi Daftar Cetak 
SKDWNI, pengajuan SKDWNI untuk di 
paraf oleh KASIE dan di tanda tangani 
oleh KABID 
4. Menghitung Surat Pindah Datang 
yang trouble data 
5. Mengarsipkan Surat Pindah Datang, 
6. Menghitung jumlah penduduk 
pendatang 
7. Memilah dan penarsipan KTP-EL dari 
alamat asal 
8. Mencetak hasil rekapitulasi 
9. Mencetak cover  depan pindah datang 
  
  
19 Kamis  16-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
3. Merekapitulasi Daftar Cetak 
SKDWNI, pengajuan SKDWNI untuk di 
paraf oleh KASIE dan di tanda tangani 
oleh KABID 
4. Menghitung Surat Pindah Datang 





5. Mengarsipkan Surat Pindah Datang, 
6. Menghitung jumlah penduduk 
pendatang 
7. Memilah dan penarsipan KTP-EL dari 
alamat asal 
8. Mencetak hasil rekapitulasi 
9. Mencetak cover  depan pindah datang 
  
20 Jumat  17-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB  
Libur 
Nasional  
21 Senin  20-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
3. Merekapitulasi Daftar Cetak 
SKDWNI, pengajuan SKDWNI untuk di 
paraf oleh KASIE dan di tanda tangani 
oleh KABID 
4. Menghitung Surat Pindah Datang 
yang trouble data 
5. Mengarsipkan Surat Pindah Datang 
6. Menghitung jumlah penduduk 
pendatang 
7. Memilah dan penarsipan KTP-EL dari 
alamat asal 
8. Mencetak hasil rekapitulasi 
9. Mencetak cover  depan pindah datang 
  
  
22 Selasa  21-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
  
  




24 Kamis  23-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB   Izin 
25 Jumat  24-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB   Izin 
26 Senin  27-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB   Izin 
27 Selasa  28-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan telepon dari 
pemohon terkait syarat pindah datang    
  
28 Rabu  29-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 












3. Melakukan penerimaan telepon dari 
pemohon terkait syarat pindah datang    
   
29 Kamis  30-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
 1. Melakukan penerimaan dan 
pengecekkan kelengkapan berkas Surat 
Pindah Datang, 
2. Mengkonsolidasi Surat Pindah Datang 
  
30 Jumat  31-Agu-18 08.00 WIB 15.00 WIB 
1. Menyerahkan form nilai dari fakultas 
kepada Penanggung Jawab Saya 






























Lampiran 10: Solusi Kendala Kedua  
 





Lampiran 12: Format Saran dan Perbaikan Praktik Kerja Lapangan  
 
